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ABSTRACT 
This study examines the dynamics of Islamic inheritance distribution regarding women who 
receive a larger share than male heirs in Kajen Village, Talang Subdistrict, Tegal Regency. 
This phenomenon arises due to social and family considerations, particularly the role of 
women in caring for their parents until the end of their lives. The study aims to understand 
religious leaders’ perspectives on this practice and to analyze its implications for the 
application of Islamic inheritance law in the community. The research method employed is 
an empirical study using a qualitative approach. Data were collected through in-depth 
interviews with religious leaders, village officials, and the heirs’ families, supplemented by 
observation and documentation. The results of the study reveal two distinct viewpoints 
among religious leaders. Some argue that inheritance distribution must strictly adhere to the 
normative provisions of faraidh, while others permit family deliberation following an initial 
distribution conducted in accordance with Islamic law. The practice of inheritance 
distribution in Kajen Village reflects an integration of Islamic law, the value of justice, and 
local traditions in fostering family welfare and social harmony within the community.  
Keywords: Islamic Inheritance Law, Female Heirs, Faraidh, Religious Leaders, Family 
Consultation.  

 
ABSTRAK 
Penelitian ini membahas dinamika pembagian harta waris Islam terhadap perempuan yang 
memperoleh bagian lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki di Desa Kajen, Kecamatan 
Talang, Kabupaten Tegal. Fenomena tersebut muncul karena adanya pertimbangan sosial 
dan keluarga, terutama peran perempuan dalam merawat orang tua hingga akhir hayat. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut 
serta menganalisis implikasinya terhadap penerapan hukum waris Islam di masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. 
Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, aparat desa, dan 
keluarga ahli waris, serta didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya dua pandangan tokoh agama. Sebagian tokoh berpendapat bahwa 
pembagian waris harus tetap mengikuti ketentuan faraidh secara normatif, sedangkan 
sebagian lainnya membolehkan adanya musyawarah keluarga setelah pembagian awal 
dilakukan sesuai syariat. Praktik pembagian waris di Desa Kajen mencerminkan adanya 
integrasi antara hukum Islam, nilai keadilan, dan tradisi lokal dalam mewujudkan 
kemaslahatan keluarga serta keharmonisan sosial masyarakat.  
Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Perempuan Ahli Waris, Faraidh, Tokoh Agama, 
Musyawarah Keluarga. 
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PENDAHULUAN  
Pembagian harta waris dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian 

penting dalam sistem hukum keluarga yang telah diatur secara rinci melalui 
ketentuan faraidh. Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa laki-laki 
dalam kondisi tertentu memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan 
perempuan. Ketentuan tersebut dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional 
karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah dan ekonomi yang lebih besar 
dalam keluarga. Di Indonesia, ketentuan pembagian waris Islam juga diakomodasi 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim 
dalam menyelesaikan persoalan kewarisan (Dewi & Tobing, 2025). Meskipun 
demikian, praktik pembagian waris di masyarakat tidak selalu berjalan secara 
normatif karena dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan 
kekeluargaan. Praktik pembagian waris yang memberikan bagian lebih besar 
kepada perempuan mulai banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim 
Indonesia (Kefianto et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi 
tersebut dipengaruhi oleh faktor pengabdian perempuan dalam merawat orang tua, 
kondisi ekonomi keluarga, serta hasil musyawarah antar ahli waris. Fenomena 
serupa juga ditemukan di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, di mana 
perempuan dalam beberapa kasus memperoleh bagian warisan yang lebih besar 
dibandingkan ahli waris laki-laki. Situasi tersebut menimbulkan perbedaan 
pandangan di kalangan tokoh agama mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan 
hukum Islam. Sebagian tokoh agama berpendapat bahwa pembagian waris harus 
tetap berpedoman pada ketentuan faraidh secara tekstual, sedangkan sebagian 
lainnya menilai bahwa musyawarah keluarga dapat dilakukan untuk mewujudkan 
keadilan yang lebih substantif (Nuramalia & Rahmah, 2024). 

Perkembangan sosial masyarakat modern memperlihatkan adanya dinamika 
dalam penerapan hukum waris Islam. Data dari berbagai penelitian tahun 2022–2025 
menunjukkan meningkatnya pembahasan mengenai kesetaraan gender dan 
keadilan dalam pembagian waris Islam di Indonesia. Masyarakat mulai 
mempertimbangkan aspek kontribusi ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan 
pengorbanan anak perempuan dalam merawat orang tua sebagai dasar 
pertimbangan pembagian waris (Yakin, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa hukum waris Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga 
diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan sosial masyarakat. Dinamika 
tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan perubahan 
pola hubungan keluarga Muslim di era modern. Desa Kajen Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakter 
masyarakat religius yang masih menjadikan tokoh agama sebagai rujukan utama 
dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk masalah waris. Di sisi lain, 
masyarakat Desa Kajen juga mempertahankan budaya musyawarah keluarga dalam 
menentukan pembagian harta waris. Adanya praktik perempuan memperoleh 
bagian waris lebih besar dibandingkan laki-laki menjadikan wilayah ini menarik 
untuk diteliti karena memperlihatkan hubungan antara teks hukum Islam, budaya 
lokal, dan realitas sosial masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa 
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praktik hukum Islam di tingkat masyarakat memiliki dinamika yang dipengaruhi 
oleh nilai kekeluargaan dan pertimbangan kemaslahatan (Wagiswari & Valentina, 
2025). 

Penelitian mengenai pembagian waris perempuan sebenarnya telah banyak 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian terdahulu umumnya membahas 
kesetaraan gender dalam hukum waris Islam, pembagian waris melalui perspektif 
hukum positif, serta reinterpretasi ketentuan dua banding satu dalam hukum Islam 
(Widjaja, 2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada 
pendekatan normatif dan putusan pengadilan agama. Penelitian yang secara khusus 
mengkaji praktik sosial pembagian waris perempuan di tingkat masyarakat desa 
serta pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut masih relatif terbatas. 
Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam memperkaya kajian 
empiris mengenai hukum waris Islam di masyarakat lokal (Fadilawati & Hidayati, 
2025). Fokus kajian yang menghubungkan praktik pembagian waris perempuan 
dengan dinamika interpretasi tokoh agama di masyarakat Desa Kajen. Penelitian ini 
tidak hanya membahas hukum waris Islam secara teoritis, tetapi juga menelaah 
bagaimana nilai keadilan, kemaslahatan, dan budaya musyawarah keluarga 
mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris. Pendekatan empiris digunakan 
untuk menggali secara langsung pandangan tokoh agama, aparat desa, dan keluarga 
ahli waris yang terlibat dalam praktik pembagian waris tersebut. Dengan demikian, 
penelitian ini mampu memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum 
waris Islam dalam kehidupan masyarakat (Shidqon et al., 2023). 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai integrasi antara 
hukum faraidh dan nilai kekeluargaan lokal dalam praktik pembagian waris 
perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di 
masyarakat tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam, melainkan dapat 
menjadi bentuk adaptasi sosial yang tetap mempertimbangkan prinsip keadilan 
syariat. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya mekanisme dua tahap dalam 
pembagian waris, yaitu pembagian awal berdasarkan ketentuan faraidh kemudian 
dilanjutkan dengan musyawarah keluarga atas dasar kerelaan bersama. Temuan 
tersebut memperlihatkan adanya fleksibilitas penerapan hukum waris Islam di 
tingkat masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan 
tokoh agama di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terhadap 
perempuan yang memperoleh bagian lebih besar dalam pembagian harta waris. 
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi pandangan 
tokoh agama terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat Desa Kajen. 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih 
komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam, keadilan sosial, dan praktik 
pembagian waris dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
empiris untuk memahami dinamika pembagian harta waris Islam terhadap 
perempuan yang memperoleh bagian lebih besar di Desa Kajen Kecamatan Talang 
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Kabupaten Tegal. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian berfokus pada 
fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta pandangan tokoh agama terhadap 
praktik pembagian waris tersebut (Darmalaksana, 2022). Lokasi penelitian 
dilakukan di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan subjek 
penelitian meliputi tokoh agama, aparat desa, dan anggota keluarga ahli waris yang 
terlibat langsung dalam proses pembagian harta waris. Data primer diperoleh 
melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari literatur, jurnal, dokumen, dan peraturan yang berkaitan dengan 
hukum waris Islam (Bustami et al., 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk 
memperoleh data yang valid mengenai praktik pembagian waris di masyarakat. 
Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis (Hermawan 
& Yahya, 2022). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian 
praktik pembagian waris dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan pendekatan 
sosiologis digunakan untuk memahami faktor sosial dan budaya yang 
mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris di Desa Kajen. Melalui metode 
tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran secara komprehensif 
mengenai pandangan tokoh agama serta implikasinya terhadap penerapan hukum 
waris Islam di masyarakat (Dewi & Tobing, 2025). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perspektif Tokoh Agama terhadap Praktik Pembagian Waris Perempuan di Desa 
Kajen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa 
Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilakukan melalui dua tahap, yaitu 
pembagian awal berdasarkan ketentuan faraidh kemudian dilanjutkan dengan 
musyawarah keluarga. Dalam praktiknya, perempuan memperoleh bagian lebih 
besar dibandingkan laki-laki karena dinilai memiliki kontribusi besar dalam 
merawat orang tua semasa sakit hingga wafat. Pembagian tersebut dilakukan 
berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris sehingga tidak menimbulkan 
perselisihan keluarga. Masyarakat Desa Kajen memandang bahwa pembagian waris 
tidak hanya bertujuan membagi harta secara formal, tetapi juga menjaga 
keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Hasil wawancara dari pihak tokoh 
agama pertama menyatakan bahwa pembagian waris harus tetap mengikuti 
ketentuan Al-Qur’an dan hukum faraidh tanpa perubahan bagian ahli waris. Tokoh 
agama pertama di tunjukan gambar 1 dan menyampaikan: 
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Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Agama I di Desa Kajen 
“Pembagian waris dalam Islam sudah diatur jelas dalam Al-Qur’an, jadi laki-laki 

tetap mendapatkan dua bagian dibanding perempuan sesuai syariat.” 
Sementara itu, tokoh agama kedua berpendapat bahwa musyawarah 

keluarga diperbolehkan setelah pembagian faraidh dilakukan. Ditunjukan pada 
gambar 2 dan beliau menjelaskan: 

Gambar 2. Wawancara dengan Tokoh Agama II di Desa Kajen 
“Kalau pembagian awal sudah sesuai syariat, kemudian ada ahli waris laki-laki yang 

rela memberikan sebagian haknya kepada saudara perempuan karena telah merawat orang 
tua, maka hal itu diperbolehkan selama dilakukan dengan ikhlas.” 

Dari hasil gambar 1 dan 2 menyatakan bahwa pembagian tersebut dilakukan 
demi menjaga kerukunan keluarga dan menghargai pengorbanan anak perempuan 
yang merawat orang tua dalam waktu lama. Perbedaan pandangan dari tokoh 
agama tersebut menunjukkan adanya dinamika interpretasi hukum waris Islam 
dalam kehidupan masyarakat lokal. Pembagian waris di Desa Kajen tidak hanya 
dipahami secara tekstual berdasarkan ketentuan dua banding satu, tetapi juga 
mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan keluarga. Praktik tersebut 
memperlihatkan adanya ruang dialog antara norma agama dan kebutuhan sosial 
masyarakat. Oleh sebab itu, fenomena ini perlu dianalisis melalui teori reinterpretasi 
hukum Islam dan hukum progresif agar dapat dipahami secara lebih kontekstual 
(Fadilawati & Hidayati, 2025). 

Pembahasan mengenai praktik pembagian waris perempuan di Desa Kajen 
dapat dikaitkan dengan teori reinterpretasi hukum Islam dari Munawir Sjadzali. 
Teori tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam dapat dipahami secara dinamis 
sesuai perkembangan sosial masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip 
dasar syariat (Yusuf et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, pembagian waris 
melalui musyawarah keluarga dipandang sebagai bentuk penyesuaian sosial untuk 
mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga (Mulyadi et al., 2023). Selain itu, 
teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus 
memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, praktik 
pembagian waris perempuan di Desa Kajen menunjukkan bahwa hukum waris 
Islam diterapkan secara fleksibel tanpa meninggalkan nilai dasar keadilan dalam 
syariat Islam (Subeitan, 2020). 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kajen berupaya 
mengintegrasikan hukum faraidh dengan nilai kekeluargaan dan budaya 
musyawarah lokal (Anggraeni, 2024). Pandangan tokoh agama yang 
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memperbolehkan adanya penyerahan hak secara sukarela setelah pembagian 
faraidh mencerminkan adanya fleksibilitas penerapan hukum Islam di masyarakat 
(Siregar et al., 2026). Hal tersebut selaras dengan teori reinterpretasi hukum Islam 
dan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk 
mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan 
masyarakat Muslim (Taqiyuddin, 2025). 

 
Implikasi Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Islam di 
Desa Kajen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama memiliki 
pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat Desa 
Kajen. Tokoh agama menjadi rujukan utama masyarakat dalam menentukan pola 
pembagian harta waris sehingga pandangan mereka mempengaruhi cara 
masyarakat memahami keadilan dalam pembagian waris. Sebagian masyarakat 
tetap mengikuti pembagian faraidh secara normatif, sedangkan sebagian lainnya 
memilih pembagian melalui musyawarah keluarga agar lebih sesuai dengan kondisi 
sosial dan hubungan kekeluargaan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum 
waris Islam di Desa Kajen berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat 
setempat. Hasil wawancara dari pihak aparat desa menjelaskan bahwa sebagian 
besar masyarakat Desa Kajen lebih memilih menyelesaikan pembagian waris 
melalui musyawarah keluarga untuk menghindari konflik antar ahli waris. 
Ditunjukan gambar 3 Kepala Desa Kajen menyampaikan: 

Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Desa Kajen 
“Masyarakat di sini biasanya lebih mengutamakan musyawarah keluarga agar 

pembagian waris tidak menimbulkan perselisihan.” 
Selain itu, salah satu anggota keluarga ahli waris di tunjukan gambar 4 

menjelaskan: 

Gambar 4. Wawancara dengan salah satu keluarga ahli waris di Desa Kajen 
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“Saudara laki-laki rela memberikan sebagian haknya kepada saudara perempuan 
karena selama ini yang merawat orang tua adalah anak perempuan.” 

Dapat di lihat dari gambar 3 dan 4 di jelaskan tokoh agama juga menegaskan 
bahwa musyawarah diperbolehkan selama seluruh ahli waris mengetahui haknya 
masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam dan dilakukan tanpa paksaan. 
Pandangan tokoh agama tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum 
waris Islam di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh teks hukum, tetapi juga 
oleh kondisi sosial dan budaya lokal. Keharmonisan keluarga menjadi pertimbangan 
penting dalam pembagian waris sehingga masyarakat lebih mengutamakan 
kesepakatan bersama dibandingkan perselisihan mengenai besaran bagian waris. 
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kajen mempraktikkan hukum 
waris Islam secara kontekstual dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan 
kemaslahatan sosial. 

Pembahasan mengenai implikasi pandangan tokoh agama terhadap 
pelaksanaan hukum waris Islam dapat dikaitkan dengan teori hukum progresif 
Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai 
kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dalam teori tersebut, hukum tidak 
dipahami secara kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan sosial 
masyarakat (Azizah, 2020). Selain itu, teori reinterpretasi hukum Islam Munawir 
Sjadzali menjelaskan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel sesuai 
perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat (Ilmiyah, 2025). Dalam 
penelitian ini, praktik musyawarah keluarga menjadi bentuk penerapan hukum 
Islam yang mengutamakan keadilan substantif dan keharmonisan keluarga (Huda, 
2021). 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama memiliki 
peran penting dalam membentuk pola pelaksanaan hukum waris Islam di Desa 
Kajen (Khasanah, 2025). Pendekatan musyawarah keluarga yang dilakukan 
masyarakat mencerminkan adanya integrasi antara hukum faraidh, budaya lokal, 
dan nilai kemaslahatan sosial (Aflaha & Aini, 2021). Dengan demikian, teori hukum 
progresif dan reinterpretasi hukum Islam mampu menjelaskan bahwa pelaksanaan 
hukum waris di masyarakat tidak hanya bertujuan membagi harta secara formal, 
tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan, keadilan sosial, dan stabilitas 
masyarakat secara menyeluruh (Permono, 2021). 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
praktik pembagian harta waris di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 
dilakukan melalui dua tahap, yaitu pembagian awal berdasarkan ketentuan faraidh 
kemudian dilanjutkan dengan musyawarah keluarga. Praktik tersebut 
menyebabkan perempuan dalam beberapa kasus memperoleh bagian lebih besar 
dibandingkan laki-laki karena pertimbangan pengabdian dalam merawat orang tua 
dan kondisi sosial keluarga. Pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut 
terbagi menjadi dua, yaitu pandangan yang tetap mempertahankan ketentuan 
faraidh secara tekstual serta pandangan yang membolehkan adanya musyawarah 
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ulang setelah pembagian faraidh dilakukan. Implikasi dari pandangan tersebut 
menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat Desa Kajen 
tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan 
nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Secara keseluruhan, 
penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pembagian harta waris Islam di 
masyarakat lokal memperlihatkan adanya hubungan antara teks syariat, interpretasi 
tokoh agama, dan realitas sosial masyarakat. Praktik pembagian waris perempuan 
di Desa Kajen menjadi bentuk adaptasi hukum Islam yang tetap berpijak pada 
prinsip keadilan dan kerelaan antar ahli waris. Melalui musyawarah keluarga, 
masyarakat berusaha menciptakan pembagian waris yang tidak hanya sesuai 
dengan ketentuan agama, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial dan 
hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, hukum waris Islam dalam kehidupan 
masyarakat dapat diterapkan secara kontekstual tanpa meninggalkan nilai dasar 
syariat Islam.  
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